
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 14                     TAHUN 2014 

     

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  14  TAHUN  2014 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2013 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nusa 

Tenggara Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali,  Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 1649; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400);  



 

6. Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2004 tentang Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 

Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 

Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indoensia 

nomor 4844);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 

126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109  Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

24  Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 2005 tentang Stándar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 



 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2005 tentang Sistim 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57  Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4577); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593), 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Stándar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008  

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 



 

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas  

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 

Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 

Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

 

Pasal 1 

Laporan  Realisasi Anggaran Tahun 2013, terdiri atas: 

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 858,154,094,987.46              

b. Dana Perimbangan Rp. 1,075,004,985,595.00           

c. lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 446,396,509,718.00              

Jumlah Pendapatan Rp. 2,379,555,590,300.46         

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai Rp. 472,161,629,250.50              

2 Belanja Subsidi Rp. 197,768,000.00                    

3 Belanja Hibah Rp. 669,155,373,771.00              

4 Belanja Bantuan Sosial Rp. 55,886,880,000.00                

5 Belanja Bagi Hasil Rp. 215,435,739,516.67              

6 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 67,066,842,558.98                

7 Belanja Tidak Terduga Rp. 2,211,655,482.00                  

Rp. 1,482,115,888,579.15         

b. Belanja Langsung

1 Belanja Pegawai Rp. 76,961,313,331.00                

2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 365,547,765,818.50              

3 Belanja Modal Rp. 450,279,190,236.16              

Rp. 892,788,269,385.66            

Jumlah Belanja Rp. 2,374,904,157,964.81         

Surplus/(Defisit) Rp. 4,651,432,335.65               

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 28,134,779,675.15                

b. Pengeluaran Rp. 19,630,000,000.00                

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 8,504,779,675.15               

Rp. 13,156,212,010.80             

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan

 



 

Pasal 2 

Ringkasan laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I  Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

 Ditetapkan di Mataram 

 pada tanggal 15 Juli 2014                                             

 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

                          ttd. 

                            H. M. ZAINUL MADJI 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 16 Juli 2014      

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

     ttd. 

         H. MUHAMMAD  NUR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 14  

Salinan sesuai dengan aslinya 

            KEPALA BIRO HUKUM, 

                    

 

                    H. RUSMAN 
       NIP. 19620820 198503 1 010 

 

 

 



 

   

 

  


